PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menimbang : a.

b.

C.

d.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan
indentitas kependudukan kepada seluruh penduduk di
daerah yang berlaku secara nasional sebagai upaya
perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga
Negara;

bahwa pemberian indentitas kependudukan kepada anak
berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, akan
mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan
pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik untuk

anak;

bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010
tentang Penyelenggaran  Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Administrasi
Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahunl994tentang

Pengelolaan Perkembangan Penduduk (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1994) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan



Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahunl1994
tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5053);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil,

9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor

Induk Kependudukan Secara Nasional;

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor
6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA  TANGERANG TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Administrasi
Kependudukan (Tambahan Lembaran Daerah Kota tangerang
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Tangerang Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 20 dan angka 21 Pasal 1 disisipkan 5 (lima)
angka yakni angka 4a dan angka 20a sampai dengan 20d

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota

Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.

4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Tangerang,

4a. Unit Pelaksana  Teknis Instansi Pelaksana,
selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana,
adalahsatuan kerja ditingkat kecamatan yang

bertanggung jawab kepada instansi pelaksana.

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian
kegiatan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan

publik dan pembangunan sektor lain.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan
Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di

wilayah Kota Tangerang.

Warga  Negara Indonesia yang selanjutnya
disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan wundang-undang sebagai Warga Negara

Indonesia.

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara

Indonesia.

Pendatang adalah penduduk  Warga  Negara
Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal
sementara di Kota Tangerang dalam jangka waktu 4

hari sampai 1 (satu) tahun.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai

perangkat daerah Kota Tangerang,

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai
perangkat daerah Kota Tangerang dalam wilayah

kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA
Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan
pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat

kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang

yang beragamalslam.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi
yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil.

Data Kependudukan adalah data perseorangan
dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil
dari kegiatan  pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil.



16.

17.

18.

19.

20.

20a.

20b.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa
kependudukan dan pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan
dokumen kependudukan berupa kartu identitas

atau surat keterangan kependudukan.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang
dialami penduduk yang harus dilaporkan karena
membawa  akibat terhadap penerbitan atau
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya
meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta

status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat
NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat
unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang

yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah
kartu identitas keluarga yang memuat data tentang
nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,

serta identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya
disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk
yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh

Instansi Pelaksana.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.



20c.

20d.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA
adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak
yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah

yang diterbitkan oleh Dinas.

Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau
penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah

datang, rusak atau hilang.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa
penting yang dialami oleh seseorang dalam register
pencatatan sipil pada Dinas.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang
melakukan  pencatatan peristiwa penting yang
dialamiseseorang pada Dinas yang pengangkatannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh
seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan
anak, pengangkatan anak, perubahan Nama dan
perubahan status kewarganegaraan, (pembatalan
perkawinan, pembatalan perceraian) dan peristiwa
penting lainnya.

Kelahiran adalah  peristiwa kemunculan atau
pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai
setelah pemisahan tersebut bayi menunjukan bukti-

bukti kehidupannya.

Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari
kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh
delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa

menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.

Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya
perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya
perceraian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Kematian adalah tidak adanya secara permanen
seluruh kehidupan pada saat manapun setelah

kelahiran hidup terjadi.

Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk
mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan
keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang
bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan
membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan
keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan

atau penetapan pengadilan.

Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari
seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir di luar
ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu

kandung anak tersebut.

Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum
seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang

sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.

Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau
bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang

ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status
kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia
menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara
Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang
ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan

pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak

adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Daerah



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian

stempel pada dokumen kependudukan tersebut.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan
kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang
terbatas  sesuai dengan = ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan
kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang
diberi tugas dan tanggung jawab memberikan
pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data

kependudukan di Kelurahan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi
yang memanfaatkan  teknologi informasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara

dan Dinas sebagai satu kesatuan.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang
disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta

dilindungi kerahasiaannya.

Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan
petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar

daerah domisilinya.

Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan
Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk,

selain dokumen kependudukan.

Database adalah kumpulan berbagai jenis data
kependudukan yang tersimpan secara sistematik,

terstruktur  dan saling  berhubungan  dengan



46.

47.

48.

49.

menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan

jaringan komunikasi data.

Data Center adalah adalah tempat/ruang penyimpanan
perangkat database pada penyelenggara Kota yang

menghimpun data kependudukan Dinas.

Hak akses adalah hak yang diberikan oleh kepada
petugas yang ditunjuk untuk dapat mengakses
database kependudukan sesuai dengan izin yang

diberikan.

Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan
swasta yang membutuhkan informasi data sesuai

dengan bidangnya.

Hari adalah Hari Kerja.

Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 4 (empat) Pasal

yakni Pasal 13A sampai dengan Pasal 13D yang berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 13A

Pemerintah Daerah menerbitkan KIA bertujuan untuk

meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan

publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan

pemenuhan hak konstitusional warga Negara.

(1)

(2)

Pasal 13B

Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak yang berusia
kurang dari S (lima) Tahun bersamaan dengan

penerbitan kutipan akta kelahiran.

Dalam hal anak yang berusia kurang dari 5 (lima)
tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum
memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah

memenuhi persyaratan:

a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan

kutipan akta kelahiran aslinya;

b. KK asli orangtua/wali; dan



c. KTP-el kedua orang tuanya/wali atau dokumen

sejenisnya.

(3) Dinas menerbitan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai

(1)

(3)

dengan 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:

a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan

kutipan akta kelahiran aslinya;
b. KK asli orangtua/wali;

c. KTP-el asli kedua orangtuanya/wali atau dokumen
sejenisnya;dan
d. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua)

lembar.

Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang
baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri

yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 13C

Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5
(lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima)

tahun.

Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 (lima) tahun
adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun

kurang satu hari.

Pasal 13D

Pemohon atau orang tua anak menyerahkan
persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 B

(2) ke Dinas dan/atau Kecamatan.
Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.

KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang

tuanya di kantor Dinas, Kecamatan atau Kelurahan.



(4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling
dengan mendatangi sekolah-sekolah, rumah sakit,
taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat
layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat

maksimal.

3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan
ayat (3) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk,

pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas domisili.

(2) Pengurusan dan = penerbitan  peristiwa  penting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di pungut
biaya.

(3) Pengurusan dan  penerbitan  peristiwa  penting
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerbitan
baru, penggantian akibat rusak/hilang, penerbitan
akibat salah tulis dan/atau akibat perubahan elemen

data.

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) ketentuan dalam Pasal 27
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal
27 berbunyi sebagai berikut

Pasal 27

(1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan
oleh penduduk ke Dinas, paling lambat 60 (enam puluh)

hari sejak tanggal kelahiran.

(1a) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada

ayat(1l) dapat dilakukan secara :

a. online :
1. perorangan;
2. di Kelurahan; dan
3. di rumah sakit, Puskesmas dan fasilitas kesehatan

lainnya yang bekerjasama dengan Dinas;



(2)

b. langsung di :
1. dinas
2. Pelayanan Keliling Kecamatan;

3. dan lain-lain

Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat
menyerahkan  bukti perkawinan orang tuanya,
pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang

perempuan.

Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak
diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya,
pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan

nama orangtuanya.

Ketentuan Pasal 60 ayat (1) ayat (1) huruf c diubah,

sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 60

Dokumen kependudukan meliputi :

a. biodata Penduduk;

b. KK;

c. KTP dan KIA;

d. Surat Keterangan Kependudukan;

e. akta Pencatatan Sipil.

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Surat Keterangan Pindah;

b. Surat Keterangan Pindah Datang;

c. Surat Keterangan Pindah keluar Daerah

d. Surat Keterangan Datang dari luar Daerah;

e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

f. Surat Keterangan Lahir Mati;
g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

[

Surat Keterangan Pengangkatan Anak;



g.

Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan
Indonesia;

Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting diluar

Daerah;

Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas;
Surat Keterangan Pencatatan sipil;

Surat Keterangan Kelahiran;

Surat Keterangan Kematian,;

Surat Keterangan PerKawinan;

Surat Keterangan Perceraian.

6. Ketentuan Pasal 70A ditambah 1(satu) ayat, yakni ayat (3)

sehingga Pasal 70A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70A

(1) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan

tidak dipungut biaya.

(2) Pengurusan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi penerbitan baru, penggantian akibat

rusak/hilang, pembetulan akibat salah tulis dan/atau

akibat perubahan elemen data.

(3) Pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan

secara online.

7. Pasal 82A di hapus.

8. Pasal 82B dihapus.

9. Pasal 82C dihapus.

10. Pasal 85A dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 12 Oktober 2018

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang

Padatanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARISDAERAH KOTATANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,
pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab

menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan perlu mendapatkan perhatian serius
karena menyangkut hak-kewajiban warga negara di dalam pembangunan.
Adanya administrasi kependudukan yang dikelola dengan baik akan
berdampak pada pelayanan dasar publik seperti bidang kesehatan,
pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum; serta dalam

ruang lingkup yang lebih besar perencanaan pembangunan nasional.

Bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan telah diatur
dalam Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun
2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa guna memberikan motivasi
dan semangat bagi masyarakat kota tangerang kami bermaksud merubah
perda terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan
menghapus denda keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan
dengan motivasi tersebut masyarakat kota tangerang dapat segera
mengurus segala kelengkapan administrasi kependudukan, dalam raperda
perubahan ini pula pemerintah daerah bermaksud menerbitkan kia (kartu

indentitas anak) dengan tujuan meningkatkan pendataan, perlindungan



dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan
pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Kemudian dalam rangka
peningkatan  percepatan pelayanan = penyelenggaraan administrasi
kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan akan dilakukan
secara online di kecamatan dan/atau pelayanan secara mobile kelililing di
sekolah-sekolah, rumah sakit, yayasan, tempat-tempat keramaian dan

tempat layanan lainnya yang akan diatur dalam raperda perubahan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 13A

Cukup jelas
Pasal 13B

Cukup jelas
Pasal 13C

Cukup jelas
Pasal 13D

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 60

Cukup Jelas
Pasal 70A

Cukup Jelas
Pasal 82A

Cukup Jelas
Pasal 82B

Cukup Jelas
Pasal 82C

Cukup Jelas
Pasal 85A

Cukup Jelas
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